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ABSTRAK

Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh permasalahan terkait dengan
implementasi kebijakan kode etik. Dalam tercapainya tujuan dari kebijakan kode etik untuk
meningkatkan kedisiplinan dan perilaku kode etik yang baik. Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan kode etik yang dilakukan oleh
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam penyelenggaraan kode etik
aparatur sipil negara. Metode Penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan
pendekatan kualitatif Teknik pengumpulan data meliputi dokumentasi dan wawancara
mendalam, dianalisis dengan uji validitas data menggunakan teknik kondensasi data.
Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan publik dari Edward George 111
yang dimana terdapat empat dimensi yaitu Transmisi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur
Birokrasi. Hasil dari penelitian ini ditemukan beberapa permasalahan dalam sikap dari para
pelaksana kebijakan dan fasilitas yang tersedia, dan Standar Operasional Prosedur yang
bersifat sementara. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan
bahwa implementasi kebijakan kode etik yang dilakukan tidak berjalan dengan maksimal
karena masth ada fungsi dari implementasi kebijakan kode etik yang tidak terlaksana dengan
baik seperti sikap dari pelaksana kebijakan kode etik dan fasilitas yang belum memadai.
Saran untuk Badan Kepegawatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan agar menjalankan
dengan semaksimal mungkin agar implementasi kebijakan kode etik berjalan dengan baik.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan Kode Etik , Kode Etik Aparatur Sipil Negara
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ABSTRACT

The research in this thesis is motivated by problems related to the implementation of
the code of ethics policy. In achieving the objectives of the code of ethics policy to improve
discipline and good ethical codes. The purpose of this study was to find out how the
implementation of the code of ethics was carried out by the Regional Personnel Agency of
South Sumatra Province in the implementation of the code of ethics of the state civil
apparatus. The research method used was descriptive with a qualitative approach. Data
collection techniques include documentation and in-depth interviews, analyzed by data
validity test using data condensation techniques. This study uses the theory of public policy
implementation from Edward George Ili, where there are four dimensions, namely
Transmission, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure. The results of this study
found several problems in the attitude of the implementers of the available policies and
Jacilities, and the Standard Operating Procedures that are temporary. Based on the results
of the research conducted, it can be concluded that the implementation of the code of ethics
policy is not working optimally because there is still a function of the implementation of
policies that have not been implemented properly such as the attitude of the implementers of
the code of ethics and inadequate facilities. Suggestions for the Regional Personnel Board
of South Sumatra Province to run as much as possible so that the implementation of the code
of ethics policy runs well.

Keywords : Implementation of the Code of Ethics Policy, Code of Ethics of the State Civil
Apparatus
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BAB |
LATAR BELAKANG

A. Latar Belakang Masalah

ASN harus lah bisa menjungjung tinggi martabat instansinya dengan adanya
fenomena ASN yang tidak ada berada pada tempat kerjanya selagi jam kerja berlangsung dan
menimbulkan kurang efektifnya pegawai yang bersangkutan, sehingga dapat menghambat
kelancaran pemerintahan dan pembangunan SUMSEL dan tidak jarang pula menyebabkan
kekecewaan pada masyarakat. Salah satunya adalah pegawai di BKD Prov. SUMSEL, yang
juga menjadi obyek dalam penelitian ini. Pegawai di BKD Prov. SUMSEL sebagai salah satu

unsur utama sumber daya manusia aparatur negara.

Berikut daftar jumlah ASN BKD Prov. SUMSEL.:

Tabel 1. Jumlah ASN di BKD PEMPROV SUMSEL berdasarkan Golongan tahun 2017

NO GOLONGAN JUMLAH (ORANG)
1 Golongan IV 8
2 Golongan 1l 58
3 Golongan 11 5
4 Golongan | -
TOTAL 71




Sumber : Bagian Kepegawaian BKD Prov. SUMSEL 2017 ( Laporan Kinerja Pegawai

Tahun 2017)

Kode Etik dalam diri ASN sangatlah penting dalam kegiatan memberikan layanan
kepada masyarakat. Tetapi pada kenyataan di lapangan ditemukan ASN yang tidak menaati
peraturan kode etik sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Padahal pegawai BKD
Prov. SUMSEL ini mengetahui apa itu kode etik di lingkungan instansi. Hasil wawancara

singkat penulis dengan salah satu ASN di BKD Prov. SUMSEL, menyatakan bahwa:

“... Kode etik ini sampai sekarang belum ada pelanggaran yang terjadi di BKD Prov.
SUMSEL karena diterapkan setiap hari kerja di lingkungan kerja, terutama di bidang
mutasi ada kode etik yang bersimbol R yaitu rahasia berupa sebuah map umpama
suatu berkas untuk di naikan kepada kepala sekretaris daerah dan gubernur SUMSEL
oleh kepala subbidang di lanjutkan ke kepala bagian di turunkan lagi ke kepala
subbidang di periksa dan diteliti agar berkas yang akan di bawa naik kepada kepala
sekretatis daerah dan kepada gubernur SUMSEL tidak diketahui oleh orang lain
karena bersifat rahasia, dan di BKD Prov. SUMSEL belum ada ASN yang melanggar
kode etik. (Wawancara, 03 Agustus 2018)”

Dalam hasil wawancara di atas jelasnya asn di BKD Prov. SUMSEL mengetahui

adanya kode etik didalam lingkungan instansi PEMDAProv. SUMSEL.

Mengacu pada Peraturan Gubernur SUMSEL Nomor 48 Tahun 2018 masih
ditemukan perilaku yang dilakukan olen ASN BKD Prov. SUMSEL seperti tidak ada dalam
posisi kerja ketika sedang jam kerja yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun
1995 tentang Hari Kerja Di Lingkungan Lembaga Pemerintah. Fenomena ini dibuktikan
dengan meja kerja dalam ruangan yang tidak ada ASN pada tempat tugasnya, gambar

tersebut terlihat di bawah ini :



Gambar 1. Ruangan BKD Prov. SUMSEL Pukul
10.15 WIB Jum’at Tanggal 02 November 2018

Gambar 1. Memperlihatkan salah satu perilaku ASN di BKD Prov. SUMSEL, sebagai
bukti observasi dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti selama masa penelitian dalam
kurun waktu tiga bulan yang dimulai pada tanggal 13 november sesuai surat izin rekomendasi

penelitian mahasiswa yang di tanda tangani oleh Plt. Kepala BKD Prov. SUMSEL.

Dan ada pun data mengenai keterangan permasalahan dalam laporan akuntabilitas kinerja
instnasi pemerintah tahun 2016 BKD Prov. SUMSEL yang menyatakan, tingkat pelanggaran
disiplin ASN belum memenuhi target kinerja yang diharapkan di tahun 2016, hal ini
disebabkan masih adanya ASN yang belum memenuhi ketentuan jam kerja (masuk dan
pulang kerja) dan pembinaan ASN sesuai PP 53 Tahun 2010 menjadi tanggung jawab atasan
langsung dan kepala OPD yang bersangkutan”( Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah 2016:39)”.

Dan adapun dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2017 BKD
Prov. SUMSEL juga menyatakan, belum maksimalnya capaian Kkinerja Persentase

Pelanggaran Disiplin Aparatur Prov. Sumsel pada tahun 2017 dikarenakan masih lemahnya



pengawasan dan pembinaan oleh masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan PemProv.
Sumsel. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 bahwa pengawasan,
pembinaan dan penindakannya terhadap ASN yang melakukan pelanggaran disiplin
dilakukan secara berjenjang di mulai dari atasan langsungnya ASN yang

bersangkutan(Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2017:47)”.

Adapun perilaku atau fenomena kejadian ini akan menyebabkan kekecewaan masyarakat
terhadap asn di lingkungan pemerintah SUMSEL , dan juga dapat menjadi contoh yang buruk

bagi asn di instansi lingkungan pemerintah SUMSEL.

Adanya fenomena pegawai yang tidak ada dalam posisinya ketika sedang melaksanakan
kewajiban dan fungsinya sebagai ASN terlihat dari gambar 1. Dari hasil observasi dan bukti
foto lokasi salah satu ruangan di BKD Prov. SUMSEL ini, mengindikasikan masih ada
perilaku yang tidak sesuai dengan kode etik yang dilakukan oleh ASN di BKD Prov.

SUMSEL.

Melihat keterangan diatas maka penegakan kode etik ASN , pemerintah sudah harus
melakukan perubahan terhadap hal ini dengan melakukan penelitian, untuk melihat
bagaimana kode etik pegawai berdasarkan Peraturan Gubernur SUMSEL Nomor 48 Tahun
2018 dengan lebih memfokuskan pelaksanaan kode etik. Penulis pun memilih judul :

“Implementasi Kebijakan Kode Etik ASN di Badan Kepegawaian PEMDAProv. SUMSEL”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian data latar belakang di atas, dirumuskan permasalahan penelitian

yaitu bagaimana Implementasi Kebijakan Kode Etik ASN di BKD PEMPROV SUMSEL ?



C. Tujuan Penilitian

Penilitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa implementasi kebijakan
Peraturan Gubernur Sumsel Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Kode Etik ASN di Lingkungan

PEMPROV SUMSEL.

D. Manfaat Penilitian

Ada 2 manfaat yang diperoleh dalam rencana penilitian ini, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

a) Bagi civitas akademika sebagai perbendaharaan tambahan pengetahuan mengenai
sikap kode etik kerja pada BKD Prov. SUMSEL.
b) Bagi penulis sebagai tambahan pengetahuan tentang pelaksanaan kode etik

pegawai yang sangat penting di dalam lingkungan kerja.

2. Manfaat Praktis

a) Memberi kontribusi kepada pegawai pada BKD Prov. SUMSEL.
b) Sebagai bahan masukan bagi BKD Prov. SUMSEL dalam menentukan kebijakan

yang berhubungan dengan pelaksanaan kode etik pegawai.
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